
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
NOMOR 18 TAHUN 2009 

TENTANG 
TATA CARA PERIZINAN 

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksariakan ketentuan Pasal 40 ayat 
(1) huruf a dan ayat (2) Peraturari Pemerintah Nomor 18 
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Perizinan 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

b .  b a h w a  K e p u t u s a n  K e p a l a  
B a d a n  P e n g e n d a l i a n  D amp ak Lingkungan Nomor:
 Kep--68/Bapedal 
/ 05 /  1994  Ten tang  Ta ta  Cara  Mempero leh  I z i n  
Penyimpanan,  Pengumpulan,  Pengoperasian Alat  
Pengo lahan,  Pengolahan dan Pen imbunan Akh i r  
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan keadaan; 

c .  bahwa berdasarkan  per t imbangan sebaga imana 
d i m a k s u d  d a l a m  h u r u f  a  d a n  h u r u f  b ,  p e r l u  
menetapkan Peraturari Menteri Negara Lingkungan Hidup 
tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun; 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor  23 Tahun 1997  ten tang  
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 3699); 

2.  Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2004  ten tang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
I n d o n e s i a  T a h u n  2 0 0 4  N o m o r  1 2 5 ,  T a m b a h a n  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang 
Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t e n t a n g  
P e m e r i n t a h  D a e r a h  ( L e m b a r a n  N e g a r a  Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 31,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  

SALINAN
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Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik 
I n d o n e s i a  T a h u n  1 9 9 9  N o m o r  1 9 0 ,  T a m b a h a n  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); 

4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
A n a l i s i s  M e n g e n a i  D a m p a k  L i n g k u n g a n  H i d u p  
( lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 59,  
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indones ia  Nomor 
3838); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi  dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
I n d o n e s i a  T a h u n  2 0 0 7  N o m o r  8 2 ,  T a m b a h a n  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6 .Peraturan Pres iden Republ ik  Indonesia Nomor 9  
Tahun 2005  ten tang  Kedudukan,  Tugas ,  Fungs i  
Susunan Organisasi  dan Tata Ker ja Kementer ian 
N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  s e b a g a i m a n a  t e l a h  
beberapa kal i  d iubah terakhi r  dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 

TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN 
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya 
dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, 
baik secara langsung maupun Lidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau 
merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, 
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. 

2. Pengelolaan l imbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, 
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan 
penimbunan limbah B3. 

3. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai kegiatan utama adalah kegiatan usaha yang 
mempergunakan limbah B3 sebagai bahan material utama dalam proses kegiatan 
yang menghasilkan suatu produk. 

4. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usalia dan/atau kegiatannya 
menghasilkan limbah B3. 

5. Produk antara adalah suatu produk dari suatu proses pemanfaatan limbah B3 
yang belum menjadi produk akhir yang masih akan digunakan sebagai bahan baku 
oleh industri dan/atau kegiatan lainnya dan telah memenuhi SNI, standar 
internasional, atau standar lain yang diakui. 
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Pasal 3 
(1) Kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf a wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan 
urusan di  b idang perhubungan setelah mendapat rekomendasi  dari  
Menteri. 

(2) Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota. 

(3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf c wajib memiliki izin dari: 
a.  Menter i  untuk pengumpulan l imbah B3 skala nasional  setelah mendapat 

rekomendasi dari gubernur; 
b.  Gubernur untuk pengumpulan l imbah B3 skala provinsi ;  atau c. 

Bupati/Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala 
kabupaten / kota. 

(4) Kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aya t  (5 )  
huru f  a  wa j ib  memi l i k i  i z in  dar i  i ns tans i  te rka i t  sesua i  kewenangannya 
setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. 

(5) Kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) 
huruf b wajib memiliki izin dari Menteri. 

(6) Kegiatan pengolahan dan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f wajib memil iki izin dari Menteri. 

Pasal 4 
(1) Permohonan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dad Peraturan Menteri ini. 

(2) Pengangkutan limbah B3 hanya diperkenankan jika penghasil telah 
melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan pemanfaatan limbah B3, 
penimbun limbah B3, pengolah limbah B3, darl/atau pengumpul limbah B3. 

Pasal 5 
(1)  Pengelolaan l imbah B3 yang membutuhkan uj i  coba alat,  instalasi 

pengolahan, metode pengolahan, dan/atau pemanfaatan harus lebih dahulu 
mendapat persetujuan uji coba dari Menteri. 

(2) Kewenangan penerbitan persetujuan uji coba sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didelegasikan kepada Deputi Menteri. 

(3) Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh staf 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 

Pasal 6 
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan produk dan/atau produk antara 

yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah B3 tidak 
diwajibkan memiliki izin. 

(2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus telah melalui suatu proses 
produksi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), standar in te rnas iona l ,  
a tau  s tandar  la in  yang d iaku i  o leh  nas iona l  a tau  internasional. 
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Pasal 7 
Kewenangan penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) dan ayat (4) serta izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dapat 
didelegasikan kepada Deputi Menteri. 

Pasal 8 

(1) Perusahaan yang kegiatan utamanya pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola 
limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri wajib memiliki asuransi pencemaran 
lingkungan hidup terhadap atau sehagai akibat pengelolaan limbah B3. 

(2) Batas pertanggungan/tanggung jawab asuransi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

Pasal 9 

(1) Perusahaan yang kegiatan utamanya berupa pengelolaan l imbah B3 dan/atau 
mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri wajib memiliki 
a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan 
b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis 
kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) huruf a. 

Pasal 10 

(1) Pemohon mengajukan surat permohonan izin pengelolaan limbah B3 kepada 
Merited, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi 
formulir permohonan izin pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I I  yang merupakan bagian yang t idak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan 
persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Permohonan uji coba pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal pada ayat (3) dan 
menggunakan formulir permohonan uji coba pengelolaan limbah B3 sebagaimana 
tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 11 
Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui 
tahapan: 
a.  pen i la ian  admin is t ras i  ya i tu  pen i la ian  ke lengkapan persyara tan  

administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; 
b.  verif ikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan 

oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan kondisi 
nyata di lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara; 

c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan 
diterbitkan; dan 

d. finalisasi keputusan izin oleh Menteri. 

Pasal 12 

(1) Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan izin. 

(2) Izin diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 huruf a dan huruf b. 

(3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan 
alasan penolakan. 

(4) Kewenangan penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
didelegasikan kepada Deputi Menteri. 

Pasal 13 

(1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterbitkan paling lama 45 
(empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin 
secara lengkap. 

(2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap 
atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada 
pemohon. 

Pasal 14 

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berbentuk Surat 
Keputusan Menteri. 

(2) Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, 

nama penanggung jawab; 
b. jenis pengelolaan l imbah B3; 
c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3; 
d. jenis dan karakter ist ik l imbah B3; 
e. kewajiban yang harus dilakukan; 
f. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban; 
g. masa ber laku iz in ;  
h. s is tem pengawasan;  dan 
i. sistem pelaporan. 

(3) Masa berlaku izin 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 
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Pasal 15 
(1) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau 

Bupati/Walikota 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. 
(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan formul i r  permohan perpanjangan iz in sebagaimana 
tercantum dalam Lampi ran V yang merupakan bagian yang t idak  
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 16 
Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumiah, dan/atau cara pengelolaan 
limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin bare. 

Pasal 17 
(1) Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap 

penaatan pelaksanaan izin pengelolaaan limbah B3 sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). 

Pasal 18 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usaha dan/atau kegiatan 
pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 
sebagai kegiatan utama dan/atau mengelola limban B3 yang bukan dari kegiatan 
sendiri yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 8 dan 
Pasal 9 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan. 

Pasal 19 
Pada saa t  Pe ra tu ran  Men te r i  i n i  be r l aku ,  Keputusan  Kepa la  Badan  
Pengendal ian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-68/BAPEDAL/05/1994 t e n t a n g  
T a t a  C a r a  M e m p e r o l e h  I z i n  P e n y i m p a n a n ,  P e n g u m p u l a n ,  Pengoperasian 
Alat  Pengolahan, dan Perimbunan Akhir  Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 20 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal : 22  Me i  2009 

MENTERI NEGA RA 
LINGKUNGAN HIDUP, 

ttd 
RACHMAT WITOELAR 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Deputi MENLH Bidang 
Penaatan Lingkungan, 

I lyas saad. 
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Lampiran I 
Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup 
Nomor 18 Tahun 2009 
Tanggal  :  22 Mei  2009 

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3 

Nomor •   .......................................................... Kepada Yth : 
Lampiran •   ................................................................... Deputi MENLH Bidang Pengelolaan 
Perihal Bahan Berbahaya dan Beracun dan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di 
Tempat 

Dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pengangkutan limbah B3 
dengan data-data sebagai berikut 

I. Keterangan tentang pemohon 
1.  Nama Pemohon 
2 .  J a b a t a n  
3.  Nama Perusahaan 
4.  A lamat  Kan to r  

5.  Nomor Telp/Fax 
6.  B idang Usaha 
7.  No./Tanggal Akte Pendir ian 
8 .  N P W P  

II. Keterangan tentang moda transportasi 
1. jenis moda transportasi : angkutan darat/angkutan laut. 
2. lampirkan foto berwama tiap alat angkut (tampak depan dan samping). 

Moda Transportasi Darat 

No No. Polisi Jenis 
Kendaraan 

Tahun 
Pembuatan 

Nomor 
Mesin 

Kepemilikan 

      

      
 

Moda Transportasi  Laut 

No Nama Kapal Bendera 
kapal 

Ukuran Bobot Kepemilikan 
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III. Keterangan tentang jenis limbah B3 dan rute 
Jenis limbah B3 dan rute yang dilalui serta tujuan akhir limbah (lampirkan photo contoh 
kemasan untuk tiap jenis limbah B3 yang akan diangkut). 

No Jenis limbah 
B3 

Karakteristik 
Limbah B3 

Jenis 
kemasan 

Mute yang 
dilalui 

Tujuan akhir limbah
B3 

(pengumpul/pengolah 
/ pemanfaat/penimbun 

' _ , B 3 )  

     

      
 

IV. Keterangan Data Tambahan 
1. melarnpirkan SOP (Prosedur Operasional Standar) tata cara bongkar muat dan 

penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 
yang akan diangkut. 

2. melampirkan foto kopi kontrak kerjasama antara penangungjawab kegiatan dengan 
pemilik kapal yang telah dilegalisir (bagi penanggungjawab kegiatan yang tidak 
memiliki kapal sendiri). 

3. melampirkan foto kopi izin kelayakan kapal/Ship particular dari instansi terkait. 
4. melampirkan foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraari (STNK). 

MENTERI NEGARA 
LINGKUNGAN HIDUP, 

ttd 

RACHMAT WITOELAR 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Deputi MENLH Bidang 
Penaatan Lingkungan, 
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Lampiran II 
Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup 
Nomor  :  18  T a b u n  2009  
Tanggal :  22 Mei 2009 

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 

Nomor Kepada Ych: 
Lampiran •  ...........................  
Perihal Menteri Negara Lingkungan Hidup 

di 
tempat 

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun dengan data-data sebagai berikut: 

Form I. Keterangan tentang pemohon 

1 Nama Pemohon 
Alamat 

 ................................................  Kode Pos :  . . . . . . . . . . . . .   
Nomor Telp/ Fax  ..................................................................................................................................................................................................................................... ) 

Alamat e-mail 

 
Form 2. Keterangan tentang perusahaan 

1.  Nama Pemohon 
2.  Alamat 

 ................................................  Kode Pos : ( ...................  
3.  Nomor Telp/ Fax 
4.  Jenis Usaha 
5.  No./Tanggal Akte Pendirian - 
6.  NPWP 
7.  Jenis izin yang diajukan Pengolahan/Pemanfaatan Pengumpulan/F-'enimbunan Jenis 

izin/persetujuan 8.  Izin-izin dan persetujuan 
yang diperoleh 

No. Persetujuan/Izir 
1. AMDAL/UKL-UPL
2.  IMB 
3.  I z i n  L o k a s i  
4.  S I U P  
5.  TDT 
6.  ..............  
7. Lain-lain 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Deputi MENLH Bidang 
Penaatan Lingkungan, 

MENTERI NEGARA 
LINGKUNGAN HIDUP, 

ttd 
RACHMAT WITOELAR 

a

Ilyas aad. 



Lampiran III 
Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup 
Nomor : 18 Tahun 2009 
Tanggal  :  22 Mei  2009 

PERSYARATAN MINIMAL PERMOHONAN IZIN 

No DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN KETERANGAN 

1 Dokumen lingkungan (Amdal/UPL/UKL)  

2 Akte Pendirian Perusahaan 

 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

4 Foto kopi Asuransi Pengelolaan Lingkungan 

 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

 Izin Lokasi 

 Izin Gangguan (HO) 

8 Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordina.t) 
9 Jenis-jenis limbah yang akan dikelola 

10 Jumlah limbah B3 (untuk perjenis Iimbah) yang akan dikelola 

11 Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola 

12 Desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan 

13 Flowsheet lengkap proses pengelolaan Iimbah B3 

14 Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang 

digunakan 

15 Perlengkapan sistem tanggap darurat 

16 Tata letak saluran drainase*   

Catatan: 
`pengumpulan limbah B3 fasa cair 

MENTERI NEGARA 
LINGKUNGAN HIDUP, 

ttd 

RACHMAT WITOELAR 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Deputi MENLH Bidang 
Penaatan Lingkungan, 

 



  

Lampiran IV 
Peraturan Menter i  
Negara Lingkungan 
Hidup 
N o m o r  :  1 8  T a h u n  
2 0 0 9  T a n g g a l  :  2 2  M e  i  
2 0 0 9  

FORMULIR PERMOHONAN UJI COBA PENGELOLAAN LIMBAH B3 

Nomor 
Lampira
n 
Perihal 

Kepada Yth: 
 
 Deputi NIENLH Bidang Pengelolaan 1321-

Ian Berbahaya dan Beracun dan 
Limbah Banan Berbahaya dan 
Beracun. 
di

 

 

Dengan ini kami mengajukan permohonan uji coba pengelolaan limbah bahan berbahaya 

dan beracun dengan data-data sebagai berikut: 
Form 1. Keterangan tentang pemohon 
 
Form 2. Keterangan tentang perusahaan  

I. Nama Perusahaan •  
2.  Alamat •  ........................................................ 
3.  Alamat Lokasi Uji Coba  
4.  • Nomor Telp/Fax .   ................... / (  )  
5.  J e n i s  U s a h a   
6.  No / Tanggal Akte Pendirian .  
7.  N P W P   
Form 3. Keterangan tentang uji coba pengelolaan limbah B3 yang  

1.  Jenis Alat Incinerator/Tank Cleaner/dan lain-lain  
2.  Jenis Limbah dan 

karakter ist ik limbah B3 
  

3.  Metode Pengolahan •  
4.  • Spe

ifik i l t
 

S. Volume limbah B3 yang - . 
digunakan 

  
6. Perkiraan lama pelaksanaan uji : 

coba 
  

 

Salinan sesuai dengan 
aslinya Deputi MENLH 
Bidang Penaatan 
Lingkungan, 

MENTERI NEGARA 
L1NGKUNGAN HIDUP, 

ttd 
RACHMAT WITOELAR 

Nama Pemohon 
2. Alamat 

Kode Pos : ( ........................ ) 

Nomor Telp/Fax 3. 

4 .  Alamat  e -mail



 

 



  

Lampiran V 
Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup 
Nomor  :  18  Tahun  2009  
Tanggal : 22 Mei 2009 

FORMULIR ?ERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 

Nomor Kepada Yth: 
Lampiran 
Perihal Menteri Negara Lingkungan Hidup 

di 
Tempat 

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 
dengan data-data sebagai berikut: 

 
Form 2. Keterangan tentang perusahaan  

I Nama Perusahaan   
2.  Alamat  ...................................................  Kode Pos : ( ........... ) 

3.  Nomor Telp/Fax : 
)  

 
4.  Jenis Usaha   
5.  No / Tanggal Akte Pendirian   
6. NPWP   

form 3. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan  
I. Jenis Izin • Pengolahan / Pemanfaatan / / Pengumpulan / 

i b
 

2.  Sifat Izin : Perpanjangan  
3.  Tanggal Habis Masa 

Berlaku Izin Sebelumnya: 
a. Izin Pengelolaan Limbah 

B3 
b. Iz in Gangguan (HO) 
c. Izin lainnya 

  

4. Laporan Hasil Kegiatan (Harus dilampirkan   
MENTERI NEGARA 
LINGKUNGAN HIDUP, 

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Deputi MENLH Bidang Penaatan 
Lingkungan, 

Ilyas saad. 

Form). Keterangan tentang pemohon 

Nama Pemohon    
Alamat  ... Kode Pos : ( ............. ) 

Nomor Telp/Fax 
)  

  
Alamat e-mail    

RACHMAT WITOELAR 


